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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTADEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEI\NLIHAN UMUM KOTA DEPOK

NoMoR t t7 / HK.o3. l-Kpt/ 327 6 / KpU -Kot / vil / 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KQMISI PEMIUHAN UMUM KOTA
DEPOK NoMoR 20 / HK.o3. l-Kpt/ 327 6 / Kpu-Kot/rrr / 2o2o TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PEI{YELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

20 / HK.O3. 1 -Kpt/ 3 2T 6 / KpU -Kot / rrr / 2O2O

tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok serta
Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan

Kecamatan, Panitia pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data pemilih, dan
Kelompok Penyelenggua pemungutan Suara
pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Depok Tahun 2020, Komisi pemilihan Umum
Kota Depok telah menetapkan pedoman Teknis
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

serta Pembentukan dan Tata Kerja panitia

Pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan

Suara, Petugas Pemutakhiran Data pemilih,

Dan Kelompok Penyelenggara pemungutan

Suara ...
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Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Depok Tahun 2O2A;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau WaIi Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2O2O, perlu melakukan penyesuaian terhadap

Pedoman Telmis Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kota Depok serta Pembentukan dan

?ata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara pada

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2oi.g
(Couid-l9), perlu melakukan perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok Nomor 20lHk.03. l-Kpt/3276 /Kpu-
Kot/Yll/2O2O tentang Pedoman Teknis Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota DeBok

serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Depok Tahun 2O2O;

d. bahwa ...
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai

dengan huruf d di atas, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

2 0 / Hk.03 . t -Kpt / 327 6 / Kp:u-Kot / trt / 2o2A

tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kota DePok Serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pada Pemilihan WaIi Kota dan Wakil WaIi Kota

Depok Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan I"embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2A tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor L28, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 651214

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

Komisi
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Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan

Tata Keda Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 556)

sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Koud*i

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata. Ke{a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1a98);

3" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I
Tahun 2ALg tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O);

4" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2A2O

(Berita
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(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2019

Namcr g05l cebagaimana telak beberapa kali

diubatr, tera.khir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2A2O tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum l{omor 15 Tahun 2019

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

tranlAtau wali Kc{s San Wakil l[a}i Kcta

Tahun 2O2A perita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2A Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

lndonesia ifomor 6 Tahun 2A20 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakii

Gubemur, tsupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali K&ta den Wakil WeIi K$te Serentek dan

l,anjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Vints Disease 2019 lcouid-l91 (Berita

Negara Republik Indone*ia Tahun 2OZA Nomor

716).

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

ltrdorrc*ia ltltramr 2ffi1n""02-

Kpt/ 0 L I KPU IVI I 2A2A tentang Penetapan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakit

Gubernur, Bupati dan l4iakil Bupati, danlatau

WaIi Kota dan Ifi/akil $rafi Kota Serentak

l,ardutan Tahun 2A2O;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bepelk H*mcr 52/HltS3.1-Kptl3fr76ll{PU-

KoI/VI/2OZO tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan lVali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

r,enjuta$ ?ahun 20?S;

3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umunn I'Iomor

441 / PL.O4.2-SD/0 f /KPU/VI I 2420 hnggal 12

Juni 2A20 perihal Pengaktifan Kembali Panitia

Pemilihan
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Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan $uara (Pp$) pada Femtthexr

Tahun 2A2A;

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor

487 IPP .O4 .z-SD I OL / r<PU I vl / 2OZO tanggal 24

Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KpU

Nomor 485/PP.04.2-SDIO 1 /KPU/ W / 2O2A d,arr

Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran

Data Pernilihan fppDry dalarn pemilihan

Serentak Tahun 2A2A;

5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor

531/PR.07-SD/01 IKPU lvluzoz} tanggal z
Juli 2O2O pcrihal Koordirrasi dan Kerja Sama

dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 untuk
Pelaksanaan Protokol Keoehatan pada Tahapan

Pemilihan Serentak Tahun 2A2A;

6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor

540/PP.04.2-SD/0 1 / KPLI l vlr / Z}ZO ranggat 6
Juli 2O20 frihal Penegiaaa* Surat Dinas KpU
Nomor 487 |PP.O4.}-SD IOL lKpU lVt/ZOZO
perihal Pencabutan Surat KpU Nomor

485/PP.O4.2-SB/O| lt<FtJ lvUzOZo dan
Arahan Pembentukan Petugas pemutakhiran

Data Pemilihan (PPDP) dalam pemilihan

Serentak Tahun 2O2O;

7. Surat Dina* Komisi FemiUhan Uuaum Nomor
s46lPP.04.2-SD/01 /KPU/Vil / 2A2A tanggal 9
Juli 2O2O perihal Penjelasan Surat Dinas
Nomor 54O/PP.04.2-SD/0tlKt{U lw/Zozo
perihal Fenegasan Surat Dinas KpU Nomor

487 /PP.A4.2-SD lOt /KPU /VU2O2O;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan

Umum Kfia Depok Nomor ?04/pK.0l-
BA/3276IKPU-Kot/VLI/2O2A tanggat 10 Juti
2O2O tentang Perubahan Atas Keputusan

Komiei Pemilthan Umum Kota Depok Nomor

20lHK. ....
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2 0 / HK. 03 . | -Kpt / 327 6 / Kpu-Kot / vtU 2O2O

tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pada Pemilihan Wati Kota dan Wakil WaIi Kota

Depok Tahun 2O2O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KSTA DEPOK NOMQR

2O/HK.03 .r-Kpt/ 3276 /KPU-Kot/ 2O2O TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH,

DAN KELQMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKTL

WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O.

Mengubah Ketentuan Bab I pada Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor 20 /HK/03. 1-Kpt/3 276 /KPU-Kot/Iil /2O2O
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara pada Pemilihan WaIi Kota dan Wakil WaIi Kota

Depok Tahun 2O2O menjadi berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA ...
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KEDUA

KETICA

KEEMPAT

Mengubah Ketentuan Bab III pada L"ampiran I

Keputusan lfumisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor 2OIHK/03. I-Kptl3276lKPU-KotflttlZOZA
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pernilihan lfue.matan, panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara pada Pemilihan Wa.li Kota dan Wakil WaIi Kota
Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Larnpiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuarr Bab IV pada lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor 20 lHKl 03. 1-Kpt/3276 /Kpu-Kot/ril/2A2O
t*tttaflg P*doman Tekris Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok Serta pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia

Pemungutan 8ue.ra, Petugao pemutakhiran Data
Pemiiih, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan

Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Depok Tahun 2O2O mer{adi berbunyi sebagaimana

tereantum dalan Laepimn I yang merupkan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan Bab V pada Lampiran I
Keputuaan Komisi Pemilihan Umum Kora Depok
Nomor 20 l}{'Kl03. 1-Kpt/32761wU-Kot/rII/ 2O2O

tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

hmilihan Umum Kota Depok $rlta Fembentukan

dan ?ata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan

Suara pada Pemilihan WaIi Katadaa Wakil WaIi Kota
Depok Tahun 2O2O menjadi berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA
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Mengubah Ketentuan Bab VII pada La.mpiran I

Keputuaan l{oili$i Perailihan Umurn l{ota Depok

Nomor 2OIHK/03. 1-Kptl3276lKPU-KotlIIII2O20

tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan

dan Tata Kcrja Panitia Prmilihan lkematan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

$uara pada Peinilihan Iffali Kota dan 1Vakil WaIi Kota

Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan Bab VII pada Lampinan I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor 20 1 HK/ 03. 1-Kpt/3276 / wu-Kot/rlt / ZOZO

tefltaflg Homan Teknis Ta€ Kerjs Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia

Pemungutan 8uara, Petugae pemutaldriran Date
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Depok Tahun 2O2O me4iadi berbunyi sebagaimana

tercantum dafam kmpiran I yang merupken
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan l.ampiran II Keputusan Komisi

Pemilihan Umurn Hota Depak Nouror 20lHK/04.1-
Kpt/ 3276lKPU-KotlIlIl2O2O tentang Pedoman

Teknis Tata Kery'a Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok $erta psrflbcntukan dan Tata Kerja Fanitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

Penyelengsara Pemungutan Suara pada Pemilihan

UIaIi Keta dan Wakil \ryali Kst& Dcpok Tahun 2OZO

menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDET.{PAN
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR i r17 1HK.03.l-Kpt /3276 /KPU-Kot/VII/2A2O
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KSTA DEPOK NOMQR 20/
HK.o3. r-Kpt/3276 /KPV-Kot/Irt/ 2O2O TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK

PEMELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DEPOK TAHUN 2O2O

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMIUH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DEPOK TAHUN 2O2A
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BAB I

PENDAHULUAN

A. l,atar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2A

merupakan bagran dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

$erentak berdasarkan Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor l0 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Guber-nur, Bupati, dan Walikota lvleqiadi Undang-Undang, Beberapa

perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya,

memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah

undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal telaris yang memerlukan penjelasan lebih detail

dari Peraturan KPU Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Frovinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan

Tata Keda Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok menerbitkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2A yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan

informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci

dan mudah dipahami oleh semua orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komiai Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan UmumlKomisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota.,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
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Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2OL7 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Keria Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

KabupatenfKota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota

diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Keda Komisi Pemilihan

Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau TitIaIi Kota

dan Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi

panduan terutama bagi penyelenggara, peserta, pemilih, stakeholder, dart

masyarakat umum yang terlibat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Depok Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan l{omisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Walikota dan Wakil $ralikota

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 201.7, yang disesuaikan dengan situasi

dan kondisi di Kota Depok dengan maksud merliadi panduan;

1. Bagi KPU Kota Depok sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi,

penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu PPK, PPS, PPDP,

dan KPPS di wilayah kerjanya;
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2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi PPS di

wilayah ke{anya;

3. Bagi PF$, sebagai pedoman dalam menyiapkail proses pembentulcan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPPDP) dan KPPS;

4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam

pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPP$;

5. Sebagai pedoman bagr penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Depok Tahun 2O2O agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas,

wewenang dan kewajibannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang

lingkuB, pengerlian umum dan asa*;

2. Tata Kerja KPU Kota Depok, menguraikan tugas, wewenang dan

tanggungiawab;

3. Persyaratan dan Kelengkapan Persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, menguraikan pembentukan, tugas dan

kewajiban PPK;

5. Panitia Pemungutan Suara, menguraikan pembentukan, tugas dan

kewajiban PP$;

6. Sekretariat PPK dan PPS, menguraikan pembentukant, tugas dan

kewajiban Sekretariat PPK dan PPS;

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, menguraikan pembentukan,

kelengkapan percyaratan, tugas dan kewajiban PPDP;

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban

Tempat Pemungutan Suara, menguraikan Pembentukan pembentukan,

tugas dan kewaiiban KPPS; dan

9. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan \Mali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang selanjutnya disebut

Pemilihan adatah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok

untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok secara langsung

dan demokratis"
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2. Pasangan Calon adalah Bakat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

3. Partai Politik adatah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh

peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-

undang Pemilihan.

5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah

lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU

Provinsr Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan

Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Badan yang mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.

8. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disebut KPU Kota

adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil WaIi Kota

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

9. Badan Pengawas Pemilu Kota Kota Depok yang selanjutnya disebut

Bawaslu Kota Depok adalalr Badan untuk mengawani penyelenggaraan

Pemilu di wilayah Kota Depok.
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10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu

Heearnatan Bdelah panitia ys&ig dibsntsk aleh Bewaclrr Hsta Bryk
untuk rnenga\ryasi penyelenggaraan Femilu di wilayah kecamatan.

I 1. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia

yans dibentuk oleh KPU Kots Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan

di tingkat kecam*,an,

12. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu

Kelurahan adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

kelurahan,

13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kota depok untuk menyelenggaralan

Pemilihan di tingkat kelurahan atau sebutan lain.

14. Pengaw*s Tempt Femungutan Suar* yaf,g rela4iutnya disebut

Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan

untuk membantu Panwaslu Kelurahan.

15. Kelompok Penyelenggara. Pemungutan Suara yeng aelaajutnya di*ingkat

KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan srrara di TPS.

16, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yans sela4iutnya disingkat PPDP

adalah petrrg*s yang diarr8k*t da* diberhe*tik** degtgian Kepufir*an KPU

Kota Depok untuk membantu KPU Kota Depok dalam melakukan

pemutakhiran data Pemilih.

17. Daftar Peffiilih $ementara yang eelaajutnya dieingkat DFS adatah daftar

Pemilih hasil pemuta&:hiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilfhan

Umum atau Pemilihan terakhir.

18. Daftar Pemilih Tetap yang selaqiutr4ra disingkat DPT adalah daftar

Femilih hrsf, p€mrrtakkirrln PF$,

19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

2O. Petugae Ketefribafl Tempat Pemungutan $uara yaag eelanjutny*

disingkat Petugas Ketertiban TP$ adalah Fetugas yang membantu KPPS

untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

21. I\4edia Dalam Jaringan yang selar{utnya disebut }vledia Daring adalah

saluran infonma*i yarrg disun*kfln dakffi p,ros** komunikn*i p*blik
dengan menggunakan jaringan internet.

zz.Hari adalah hari kalender.
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E. Asas

I. KfU l{ots Psfok, PFK, PPS, PPDP, daa KF}€ dal*sr m*tr1rcl*rfifiBr:aken

Pemilihan Serentak Lanjutan Wati Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2A, berpdoman pada asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepa*tian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaaan;

h. proporuio*alita*;

i. akuntabilitas;
j. efisiensi;

k. afekarlritair^

2. Pemilihan Serentak l^anjutan $etain diselenggarakan dengan prinsip

sebagain*ana dimaksud pada angka l, juga diseleaggarakan dengan

mengutam*kan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara

Femilihan, pe*erta Femiliha*, Fmrilih* d*r: scluruh frhale yarrg trrlibat
dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian Corcrw trIirus Disease 2019 (COWD-lg).
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BAB II

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, PPK, PPS, DAN KPPS

PADA PEMILIHAN WALI KO?A DAN WAKTL VfALI KOTA DEPOK

A. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

1- Tugas dan wewenang KPU Kota Depok pada Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O meliputi:

a. membentuk PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan \Mali Kota dan Wakil

Wali Kota Depok dalam rxrilayah kery'anya;

b. mengkoordinasikan, menyelengga"rakan dan mengendalikan seluruh

tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU

dan/atau KPU Provinsi;

c. menerima daftar pemilih dari PPK pada Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O;

d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan

data terakhir:

U Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daeratr, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

2l Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

e. menerima daftar pemilih dari PPK pada Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Depok Tahun 2A2A dan menyampaikannya kepada

KPU Provinsi;

f. menetapkan, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O

berdasarkan rekapitula*i hasil penghitungan suara dari seluruh PPK

di wilayah Kota Depok;

g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta

Pemilihan InIaIi Kota dan Wakil WaIi Kota Depok Tahun 2020, Panwas

Kota, dan KPU Provinsi;

h. mengumumkan pasangan calon WaIi Kota dan Wakil Wali Kota

terpilih;
i. melaporkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2A2O kepada KPU Provinsi;
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j. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kota atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Wali Kota

dan Wakit Wali Kota Depok Tahun 2020 di wtlayah masing-masing;

k. mengenakan sanksi adminsitratif dan/atau menonaktilkan

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota dan

pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggUnya tahapan penyelenggaraan pada

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2A2O

berdasarkan rekomendasi Panwas Kota dan/atau ketentuan

Peraturan perund ang- undan gan ;

1. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pada Pemilihan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2A dan/atau yang berkaitan

dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat;

m. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman

KPU dan / atau KPU Provinsi;

n. melakukan evaluasi dan laporan penyelenggaraan Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020; dan

o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan /atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil \Mali Kota Depok, KPU

Kota Depok wajib:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan WaIi Kota

dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Depok Tahun 2020 secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2A2O kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil WaIi Kota Depok

Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jawa Barat;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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g. mengelola barang inventaris KPU Kota Depok sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O kepada

KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu

Provinsi;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Depok $esuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyampaikan data hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil lVali Kota

Depok Tahun 2O2O dari tiap TPS pada tingkat Kota kepada peserta

pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di tingkat

Kota;

k" melaksanakan keputusan DKPP; dan

1. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

Jawa Barat dan / atau peraturan perundang-undangan.

B. Tanggungiawab KPU Kota Depok pada Pemilihan Vfali Kota dan Wakil Wali

Kota Depok Tahun 2O2O

1. KPU Kota Depok bersifat hierarkhis, Penyelenggaraan Pemilihan menjadi

tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kota

Depok;

2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2020, KPU Kota Depok dibantu oleh PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;

3. Tanggungjasrab bersama dilakukan sesuai dengan tugas, wewenerng dan

kewajiban KPU, KPU Frovinsi Jawa Barat, dan KPU Kota Depok masing*

masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

C. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS

1. KPU Kota Depok membentuk Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS,

PPDP, dan KPPS yang terdiri atas:

a" Pengarah;

b. Penanggungjawab;

c. Ketua;

d. Wakil Ketua;

e. Sekretaris; dan

f. Anggota.
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2. Tugas dan kewajiban serta masa keda Kelompok Kerja Pembentukan

PPK, PPS, PPDP, dan KPPS diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan

Ketua Komisi Femilihan Umum Kota Dcpok tersendiri.



-22-

BAB III

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PPK, FPS, DAN KPPS

A. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai

berikut:

fl. Warga Negara Indonesia;

b. Berusia paling rendah 17 tahun;

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal fka, dan cita-cita Proklamasi 1T

Agustus 1945;

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, ju.lur dan adil;

€. Tidak meqiadi anggota Paltai Politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang satr atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang

bersangkutan;

f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;

h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima! tahun

atau lebih;

j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP

Kahupaten/Kata atau DKPP;

k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan

KPPS;

1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesarna

Penyelenggara Pemilu;

m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan

yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling

singkat 5 {lima} tahun tidak lasi mer{iadi tinr karnpanye Peseffia

Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah.
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2. Da1am hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi

KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan,

anggota KPFS dapat diambil dari kelurahan atau wilayah tdekau
3. Dal,ram hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas

atau sederajat bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi maka dapat diisi

oleh orans yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam

membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;

4. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 {dua) kali

dalam jabatan yang sarna sebagaimana dimaksud pada angka t huruf k,

yaitu:

a. telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota

PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan

Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

b. penghitungan periodisasi adalah sebagai berikut:

1) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan

tahun 2008;

2) periode kedua dimulai pada tahun 2OOg sampai dengan tahun

2013;

3) periode ketiga dimulai pada tahun 2Al4 sampai dengan tahun

2018; dan

4) periode keempat dimulai pada tahun 2Ol9 sampai dengan

tahun 2023.

5. dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU

Kota Depok dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggt dan tenaga

pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi

persyaratan;

6. KPU Kota Depok dapat bekerja sama dengan dinas yang

menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas

Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan

puskesmas atau rumah sakit setempat;

7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf I adalah

tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesarna Anggota

KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota

KPU Kota Depok, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota
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Bawaslu Kota Depok serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan Persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS

Dokumen persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah

sebagai berikut:

I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk {KTP} Elektronik;

2. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang

ditunjuk;

3. Fotokopi ijaza}: sekolah menengah atas/sederajat atau iaza}r terakhir

yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari

lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederaj at;

4, $urat Keterangan Domi*ili dari RT/RW atau sehutan lain hagi calon yang

alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Surat pernyataan yang bersangkutan yang diberi materai dan

ditandatangmi, terdiri dari:

a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Ind.onesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, BhinnekaTunggal lkadan cita-cita Proklamasi 17 Agustus

1945;

b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

c. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka

wakfu 5 ftima) tahun atau surat keterangirn dari Partai Politik yang

bersangkutan;

d. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

e. tidak pernah dipidana peqiara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih;

f. ddak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh I(PU Kota

Depok atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan

KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota;

g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan

KPPS;
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h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesarna Penyelenggara

Pemilu;

i. tidak pernah menjadi tim hampanye salah satu pasangan calorr

dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan

Umum.

C, Keterangan:

1. Seluruh kelenglcapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satlr

kesatuan dengan $urat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS,

atam KPPS, ya$g fcrmnffia mcnggprrrakan fersa*t yang sck*aimana
tereantum dalam Lampiran II;

2. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Bab III huruf B angka

5 baris huruf a, huruf b, huruf e, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g

merupakan satu dukumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum

dalam lampiran II;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sejumlah 1 {satu} lembar untuk setiap

ralr8ka$;

4. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen

dibuat dalam 2 {dua} rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

a. bagi Calsn Anggota PPK

1) I (satu| rangfuap asli diserahlcan kepada KPU KabupatenlKota;

dan

21 1 {*atu} rangkap salinan sebagai arsip calon angsota PPK.

b. hagi Cafrl* Anggst*. PP$

U 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota

dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU

Kabupaten lKota, untuk kemudian diserahl€ri oleh KPU

KabupatenlKota kepada FPK terpflih; da.n

2) I tsatul rangkap ealinan $ebagp.i areip calon anggota PPs.

c. bagi Calon Anggota KPPS

U I {saffi} xgfi*$ap ea}ir}afl _e*rt$ di*rahkan ksBde PPsl; d*n
2t t {satu} rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

5. Berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan oleh Calon KPPS

dibungkue dengan bahan yeflg tahan terh*dap sat cair.

6. Sebelum berkas dokumen pendaftaran sebagaiana dimaksud pada angka

5 diterima, dilakukan penyemprotan disjnfektan terhadap berkas

dokumen yans masih terbungkus.
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7. Petugas penerima berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka

5, mengenakan alat pelindurrg diri berupa ma*keryang hidrrng

dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali palmi.

8. Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP,

serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan

$erenta,k tanjutan dilaks*nak*n dengan manerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Vints Diseas,e 2Al9

(COVID-19) atau melalui Media Daring.
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BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK

1. KPU Kota Depok membentuk PPK untuk menyelenggarakan Pemilihan di

tingkat kecamatan;

A, PPK berkedudukan di ihukota kecamatan;

3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan

tugasnya;

4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan

paling sedikit 3Oo/" (tiga puluh persen);

6. Dalam meqialankan tugaxnya, PPK dibantu oleh $ekretariat yang

dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi

persyaratan;

7. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK;

8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas;

a. 1 {satu) orarlg ketua merangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orEmg anggota.

9. $ekretaris dibantu 2 (dua) orang *taf Sekretariat.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Depok;

2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kota Depok pating Iambat 7 (tujuh) bulan

sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan

setelah pemungutan suara

3" DalafiI pembentukan PPK, KPU Kota Depok mempertimhanskan

komposisi:

a. tokoh masyarakat;

b. masyarakat umum; dan/atau

c. pel4jar atau mahasiswa.

C. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kota Depok melakukan tahapan

kegiatan meliputl:

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;

2. Menerima pendaftaran calon PPK;
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3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK; dan

5. Melakukan wawancara calon anggota PPK dan mengumumkan hasil

seleksi calon anggota PPK.

D, Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kota Depok

mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan

format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada lampiran II.

2. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang

mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada

papan-papan pengumuman dan laman KPU Kota Depok pada tanggal 15

Januari 2Q2O s/d 17 Januari 2020 dengan menyebutkan:

a. Persyaratan Anggota PPK;

b. Masa tugas PPK;

c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan

\ryawancara.

3. Menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah dan/atau kecamatan

untuk membantu mengumumkan Pendafta.ran PPK.

4. Memasang spanduk pengumuman pendaftaran PPK di beberapa tempat

di wilayah Kota Depok.

E. Penerimaan berkas pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kota Depok menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7

(tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;

2. Kelengkapan berkas pendaftaran diantar langsung atau dikirim ke

Sekretariat KPU Kota Depok melalui pos atau emad KPU Kota Depok;

3. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan pada

tanggal 18 Januari 2O2O s/d 24 Januari 2O2O mulai pukul 08.00-16.00

WIB secara online dan affine bertempat di kantor KPU Kota Depok;

4. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran beraldrir tidak ada peserta

yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kati jumlah PPK yang

dibutuhkan, KPU Kota Depok melakukan perpanjangan waktu
pendaftaran dan penerimaan berkas selama 3 (tiga) hari pada tanggal 25

Januari 2O2O s/d 27 Januari 2A2O mulai pukul 08.00- 16.00 WIB secara

online dan offine bertempat di kantor KPU Kota Depok;

5. Menetapkan Penanggungiawab dan Petugas penerima pendaftaran;
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6. Penanggungjawab pendaftaran adalah salah seorang anggota KPU Kota

Depok dan Petugas penerima dari Sekretariat KPU Kota Depok;

7. Membuat pengaturan tempat penerimaan berkas pendaftaran yang

memudahkan bagi pend aftar ;

8. Petugas penerima berkas pendaftaran menerima (2) dua rangkap yang

terdiri dari:

a. I (satu) dokumen asli; dan

b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK;

9. Petugas penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan

dengan memberi tanda cft,eck{Lst ada/tidak ada berkas yang

disampaikan;

10. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat

melengkapi berkas tersebut sepanjang walrtu penerimaan berkas

pendaftaran belum terlampaui;

ll.Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas, satu untuk calon

anggota PPK dan satu sebagai laporan;

12. Petuga* penerima pendaftaran membuat lapotan penerifiIaan herkas

pendaftaran harian yang diketahui oleh penganggungiawab penerimaan

berkas pendaftaran;

13. Batas akhir penerimaan berkas pendaftaran calon PPK pada tanggal 24

Januari 2O2O pukul 16.00 WIB;

14. Dalam hal dilaksanakan perpanjangan pendaftaran maka batas akhir
penerimaan berkas pendaftaran calon PPK pada tanggal 27 Januari 2A2O

pukul 16100 WIB;

15. Membuat Berita Acara penerimaan berkas pendaftaran PPK dan

mengumumkan dalam daftar pendaftar yang telah menyerahkan berkas

calon PPK;

16. Penanggungiawab penerimaan berkas membuat laporan terpenuhi atau

tidak terpenuhinya jumlah minimal pendaftar pada masing-masing PPK

sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kota Depok;

17. Dalarl hal jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kota Depok

membuat Berita Acara pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan

untuk setiap PPK.
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F. Penelitian berkas administrasi Calon Anggota PPK

1. KPU Kota Depok melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK

dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK

paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir;

2. Penelitian administrasi calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 25

Januari 2020 sld 27 Januari 2020;

3. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka penelitian administrasi

calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2O2O s/d 30

Januari 2O2O;

4. Penelitian dilaksanakan dengan merlggunakan format penelitian

persyaratan administrasi;

5. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhlm syarat sebagaimana

dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III tampiran Keputusan ini,
berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPK pada

Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya;

6. KPU Kota Depok membuat Berita Acara Hasil Penelitian Adminisrasi

Calon Anggota PPK yang memuat calon Anggota PPK yang memenuhi

syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai bahan pengumumErn;

7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon Anggota PPK yang lulus
penelitian administrasi calon anggota PPK kurang dari 5 (Uma) orang,

KPU Kota Depok bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga

pendidik untuk memperoleh Anggota PPK yang memenuhi persyaratan.

G. Pengumuman hasil penelitian administrasi

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi

berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari dengan cara menempelkan

pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kota Depok

dan/atau kantor kecamatan atas hasil penelitian administrasi pada

tanggal 28 Januari 2O2O s/d 29 Januari 2A2O setelah penelitian

administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;

2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka KPU Kota Depok

mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 31 Januari
2O2O s/d 1 Februari 2O2O;

3. Pengumuman memuat walrtu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis
dan tata tertib pelaksanaan seleksi tertulis;

4. Melakukan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga

pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang
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memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima)

orang;

5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan at&u terraga

pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan

apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang.

H. Seleksi tertulis calon anggota PPK

1. KPU Kota Depok menyusun tata tertib seleksi tertulis calon anggota PPK;

2. Materi seleksi tertulis meliputi:

fl. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, \Mewenang

dan kewqiiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon

perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan

suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

b. Pengetahuan kewilayahan.

3. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 3O Januart 2O2O dengan

menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Tesfl;

+. Dalam hal dilakukan perparliangan pendaftaran maka seleksi tertuli*
dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2O2O;

5. Materi soal seleksi tertulis disusun dan disiapkan oleh KPU Kota Depok;

6. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di Laboratorium SMA

Negeri I {satu} Depok.

Pemeriksaan hasil seleksi tertulis

1, KPU Kota Depok melakukan pemerik*aan hasil seleksi tertulis dan

menetapkan paling banyak 1O (sepuluh) orang calon anggota PPK yang

lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi

tertulis;

2. Pemeriksaarl hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 31 Januari

2O2O s/d 2 Februari 2A2O;

3. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka Pemeriksaan hasil

seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal3 Februari 2020 s/d 5 Februari

2020;

J. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi tes tertulis berdasarkan

abjad paling lambat 1 (satu) hari dengan cara menempelkan pada papan-

I
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papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok pada tanggal 3

Februari 2O2O s/d 5 Februari 2A2O;

2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maha pengumuman

hasil seleksi tes tertulis dilaksanaka.n pada tanggal 6 Februari 2A2A s/d

8 Februan 2A2O;

3. Pengumuman calon Anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun

berdasarkan perin gkat ;

4. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan dan tata tertib

pelaksanaan seleksi wawancara.

K. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

L. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil

seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi

administrasi sampai dengan paling lamhat pada saat pengumumarl hasil

seleksi tertulis;

2. Tanggapan masyarakat tahap I pada tanggal 28 Januarl 2O2O s/d 5
Februari 2O2O;

3. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka tanggapan

masyarakat tahap pertama pada tanggal 31 Januari 2O2O s/d 8 Februari

2020.

L. Wawancara calon anggota PPK

1. Seleksi Wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis dan

dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2O2O s/d 10 Februari 2O2O

bertempat di Kantor KPU Kota Depok;

2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka wawancara

dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2O2O s/d 11 Februari 2A2A;

3. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kota Depok;

4. Materi seleksi wawancara meliputi:

a. Rekam jejak calon anggota PPK;

b. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenarlg,

dan kewqiiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangarl calon

perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan

suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

c. Klarifikasi apabila terdapat ta.nggapan masyarakat terhadap calon

anggota PPK.
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5. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara sebagai

bahan pleno penetapan calon terpilih.

M. Pengumuman hasil seleksi wawancara

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi wawancara dengan cara

menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau Kantor

Kecamatan pada tanggal 15 Februari2020 s/d 21 Februari 202Q;

2. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi

wawancara;

3. Menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon

Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:

a. 5 {lima) orarlg peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota

PPK terpilih;

b. 5 (lima) orang peringkat 6- 10 (enam sampai sepuluh) sebagai

pengganti antar waktu; dan

4. mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana

dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan

masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) hari;

5. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan pelantikan PPK.

N. Masukan dan Tanggapan }vlasyarakat Tahap II

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10

(sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7

(tujuh) Hari masa penayangan pengumuman yaitu pada tanggal 15

Februari 2O2A s/d21 Februari 2O2O;

2. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan

masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 {empat} Hari setelah

berakhirnya masa pengurnuman;

3. KPU Kota Depok mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota

PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas

salama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 26 Februai2O2O s/d 28 Februari

202A;

4. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan

tanggapan masyarakat terdapat perubahan narna calon anggota PPK,

KPU Kota Depok memberikan keterangan perubahan nama calon anggota

PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3.



-34-

O. Pelantikan anggota PPK

l. Anggota PPK yang dinyatakan luhrs pada seluruh seleksi dilantik

oleh KPU Kota Depok pada tansgal 29 Februari 2OZA dan harus

menandatangani Pakta Integritas;

2. Tempat pelantikan anggota PPK terpilih ditentukan oleh KPU Kots Depok;

3. Anggota PPK terpitih memiliki ffiasa ke{a eelama 9 ($embilan} bulan

dimulai dari tanggal 1 Maret 2O2A s/d 3O November 2Q2O;

4. KPU Kota Depok menetapkan Keputusan tentang Penetapan Anggota PPK

Terpilih pada Femilihan WaIi Kota den \trakil Wali Kota Bepok Tafiun

2020;

5. Masa kerja Anggota PPK terpilih setelah adanya penundaan tahapan dan

setelah pengaktifan kembali Anggota PPK dimulai dari tanggal 15 Juni
2020 s/d 31 Januari ?020"

P. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Tugae, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

a. membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data

Pemilih, DPS, dan DPT;

b. membantu KPU Kota Depok dala$l menyelenggarakan Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wati Kota D€pok ?ahun 2020;

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Depok;

d. menerima dan menyampaikan dafter Pemilih kepada KPU Kota Depok;

e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas

pemutakhiran data Pemilih ;

f. mengumpulkan hasil penghitungan $uara di TPS dari seluruh PPS di

wilayah kerjanya;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta

Pemilihan dan Panwae Kecematan;

h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf
g;

i. menyerahkan hasil rekapitul,asi suara sebagairnana dimaksud pada

huruf S k€pada selumh peserta Femilihan;

j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada

saksi pe&rta Pemilihan, Panwas Kecamatan, Kru Kota llepok;
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k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

I. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelen ggaraa:r: Pemilihan di wilayah kerjanya;

m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon

perseorangan;

n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan

peraturan perundang-undangan danlatau oleh KPU Kota Depok.

2. Tugas Ketua PPK meliputi:

a. memimpin kegiatan PPK;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. mengawasi kegiatan PPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan

suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan

suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan

dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang

ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. menyerahkan I (satu) eksemplar salinan berita aca:ra dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orarlg

saksi Pasangan Calon;

h, melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk keliancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan

oleh KPU Kota Depok.

3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah

seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

4. Tugas anggota PPK meliputi:

a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan

pertimbangan;
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5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada

ketua PPK.

A. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;

2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
raemberiken padapat darr saran dslam rapat PPK;

3. Setiap anggota PPK wqiib melaksanakan secara konsekuen dan

bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK;

4. Rapat PPK dinyatakan cah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang

anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3
(tlga) orang anggota PPK yang hadir;

6. Dala@ hal tidak tercapai Frcetujuan didalarn rapat PPK, keputusan PPK

diambil berdasarkan suara terbanyak.

7. Rapat yang diselenggarakan oleh PPK dapat dilakukan melalui Media

Daring atau secara tatap muka l,angsung;

8. Rapat yang diselenggarakan oleh PPK secara ta.tap muka sebagaimana

dimaksud pada angka 7, harus menerapkan protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian CoronaVirus Disease 2019 (COWD-lg).
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BAB V

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, susunan dan keanggotaan

1. KPU Kota Depok membentuk PPS untuk menyelenggarakan Pemilihan di

tingkat kelurahan;

2" PPS berkedudukan di Kelurahan;

3. Hak keuang€ur anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan

tugasnya;

4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orangyang memenuhi syarat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPS;

6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kota Depok melakukan tahapan

kegiatan meliputi:

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;

2. Menerima Bendaftaran calon PPS;

3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota. PPS;

4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;

5. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil

seleksi calon anggota PPS.

C. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS

1. Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kota Depok

mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan

format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada L,ampiran II.

2. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPS

pada tanggal 15 Februari 2020 sld 17 Februari 2O2O;

3. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau

atau diakses publik.
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D. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS

1. KPU Kota Depok menerima pendaftaran calon anggota PPS pada tanggal

18 Februari 2020 s/d 2a Februari 2A2A pada pukul 08.00 -16.00 WIB;

2. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta

yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang

dibutuhkan, KPU Kota Depok melakukan perpanjangan waktu

pendaftaran dan penerimaan berkas selama 3 (tiga) hari pada tanggal 25

Februari 2A2O s/d 27 Februari 2O2O mulai pukul 08.00-16.00 WIB

secara online daurr offine bertempat di kantor KPU Kota Depok;

3. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan secara ontine melalui email

KPU Kota Depok dan secara offline dikirim melalui pos dan dikirim

langsung ke kantor KPU Kota Depok;

4 - Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirinrkan dokumen

syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:

a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota Depok;

b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan

c. I (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

E. Penelitian administrasi calon anggota PPS

1. KPU Kota Depok melakukan penelitian administrasi kelengkapan

persyaratan calon anggota PPS pada tanggal 25 Februai 2O2O s/d 27

Februari 2O2O;

2. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka penelitian administrasi

calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 s/d I
Maret 2O2O;

3. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian

persyaratan administrasi;

4. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana

dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini,

berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPS pada

Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya;

5. KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi

kelengkapan persyaratan calon anggota PPS berdasarkan abjad paling

lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir untuk
mendapatkan tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Februari 2O2A s/d
29 Februan 2O2A;
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6. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka penelitian administrasi

calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2O2O s/d 3 Maret

2020.

F. Seleksi tertulis calon anggota PPS

1. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi

tertulis;

2. KPU Kota Depok menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota

PPS pada tanggal 1 Maret 2O2O dengan menggunakan sistem CAT

lComputer Assfsted k"4 ;

3. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka seleksi tertulis untuk
calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2O2O;

4, Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan ditentukan oleh KPU

Kota Depok;

5. Materi seleksi tertulis disusun dan disiapkan oleh KPU Kota Depok,

mencakup:

a. pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup tugas, wewenang dan

kewajiban PPS; dan

b. penelitian syarat dukungan calon perseora.ngan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota; dan

c. pengetahuan kewilayahan;

6, KPU Kota Depok melakukan pemeriksaan seleksi tertulis dan

menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus

seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil

penelitian administrasi yaitu pada tanggal 2 Maret 2O2O s/d a Maret

2020;

7. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka pemeriksaan seleksi

tertulis untuk calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 5-7 Maret

2020;

8. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1

(satu) hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis di tempat yang

mudah diakses pada tanggal 5 Maret 2O2O s/d7 Maret 2O2O;

9. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka pengumuman hasil

seleksi tertulis untuk calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 8-10

Maret 2O2O.
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G. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil

seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil selelcsi

administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil

seleksi tertulis yaitu pada tanggal 28 Februari 2O2O s/d 7 Maret 2O2O;

2, Dalam hal dilakukan perpaqjangan waktu maka masukan dan

tanggapan Tahap I terhadap hasil seleksi calon anggota PPS

dilaksanakan pada tanggal 2-lO Maret 2O2O.

H. Seleksi wawancara calon anggota PPS

1. Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis

berakhir;

2, KPU Kota Depok melakukan seleksi wawancara calon anggota PPS yang

lulus seleksi tertulis pada tanggal 10 Maret 2O2O s/d L2 Maret 2O2A;

3. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka seleksi wawancara calon

anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 11-13 Maret 2O2O;

4. Materi seleksi wawancara calon anggota PPS meliputi:

a. rekam jejak calon anggota PPS;

b. pengetahuan tenta.ng Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang,

dan kew4iiban PPS; dan

c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

5" KPU Kota Depok dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada

PPK dengan pengawasan dari KPU Kota Depok.

I. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

1. KPU Kota Depok menetapkan dan mengumumkan anggota PPS

berdasarkan hasil seleksi wawancara;

2, Pengumuman hasil seleksi wawarlcara dilakukan pada tansgal 15 Maret

2O2O s/d tT Maret 2O2O;

3. mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;

4. menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota

PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:

a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota

PPS terpilih; dan

b. 3 (tig{ orang peringkat 3-6 {tiga sampai enam} sebagai pengganti

antar waktu; dan
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5. mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana

dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan

masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.

J. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6
(enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga)

hari masa penayangan pengumuman pada tanggal 15 Maret 2O2O s/ d 17

Maret 2O2O;

2. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan

masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah

berakhirnya masa pengumuman pada tanggal 18 Maret s/d 19 Maret

2020;

3. KPU Kota Depok mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota

PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas

selama 2 (dua) hari pada tanggal 2O Maret s/d 21 Maret 2O2O;

4. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan

tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS,

KPU Kota Depok memberikan keterangan perubahan nama calon anggota

PPS dalam pengumururn sebagaimana dimaksud pada angka 3.

K. Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih

KPU Kota Depok menetapkan Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih

pada Pemilihan Wati Kota dan Wakil WaIi Kota Depok Tahun 2O2A melalui

Rapat Pleno.

L. Pelantikan keanggotan PPS

1. Pelantikan Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2A2O

diserta.i dengan penandatanganan Berita Acara dan Pakta Integritas;

2. Pelaksanaan peresmian anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat

atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan;

3. Peresmian keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK;

4. Anggota PPK terpilih memiliki masa kerja selama 8 (delapan) bulan

dimulai dari tansgal 23 Maret 2O2O s/d 30 November 2Q20;

5. KPU Kota Depok menetapkan Keputusan tentang Penetapan Anggota PPS

terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun

2020;
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6. Masa kerja Anggota PPK terpilih setelah penundaan tahapan dan setelah

pengakifan kembali Angata FPK dimu}ai dari tanffiBl t5 Juni 20f2* ald.

3t Januari 2020.
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BAB VI

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Depok melalui KPU

Kota Depok dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK;

2. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah

Daerah;

3. PPK melalui KPU Kota Depok mengusulkan 3 (tiga) nama calon

sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Wali

Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan I (satu) nama sebagai

sekretaris PPK, dan2 (dua) staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Wali

Kota Depok;

4. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan

anggota PPK;

5. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Depok disertai

den gan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK ;

6. Sekretariat PPK terdiri atas I (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua)

ora.ng staf Sekretaris PPK, dengan tugas sebagai berikut:

a. 1 (satu) orang staf Sekretariat mengurus teknis penyelenggaraan;

b. 1 (satu) orang staf Sekretariat bertugas tata usaha, keuangan dan

logistik pemilihan.

7. Syarat Sekretariat PPK meliputi:

a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus yang berasal

dari Aparatur Sipil Negara;

b. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah ll/b;
c. independen dan tidak berpihak, khusus yang berasal bukan dari

Aparatur Sipil Negara;

d. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;

e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi

informasi;

f. dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar

dan bermaterai cukup serta ditandatangani.

8. Kelengkapan persya"ratan, dibuktikan dengan:

a. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi pegawai;
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b. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit

setempat;

d. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan;

e. $urat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi

informasi.

9. Dokumen persyaratan berupa surat pernyataan sebagaimana tercantum

dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar

surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon

sekretariat PPK.

10. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Depok sebanyak 2

(dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

11. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

12. Tugas Sekretaris PPK, meliputi:

a. membantu pelaksanaan tugas PPK;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

13. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada

PPK melalui ketua PPK;

14. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas

menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;

15. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan

mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPK dan pertanggungiawaban keuangan, dan menyimpan

bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan

perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

16. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada

Sekretaris PPK.

B. Pembentukan Sekretariat PPS

l' Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai

kelurahan;
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2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih Staf Sekretariat

PPS;

3. KPU Kota Depok meminta kepada Lurah untuk menugaskan

pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;

4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:

a. tidak pernah diiatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagl yang

berasal dari Aparatur Sipil Negara;

b. independen dan tidak berpihak;

c. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;

d. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi

informasi.

5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai

berikut:

a. surat pernyataan tidak pernah ddatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil WaIi Kota;

c. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat

kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;

d. surat pernyataan nra;npu mengoperasikan perangkat teknologi

informasi.

6. Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam

baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar surat

pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPS;

7. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Depok sebanyak 2

(dua) rangkap dengan rincian:

a. I (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan

Keputusan Lurah;

9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:

a. 1 {satu} orEmg staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan

Pemilihan;

b. I {satu) orang staf Selretariat urusan tata usaha, keuangan dan

logistik Pemilihan;
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c. apabila staf Sekretariat PPS 1 (satu) orarlg maka bertugas sebagai

staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan

urusan tata usaha, keuangan serta logistik Pemilihan.

10. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;

1 1. Tugas sekreta.ris PPS meliputi:

a. membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

12. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungiawab kepada

PPS melalui ketua PPS;

13. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas

menyiapkan teknis penyelengga.raan Pemilihan;

14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPS dan pertanggungiawaban keuangan, dan menyimpan

bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan

perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;

15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS berta.nggungjawab

kepada Sekretaris PPS.
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BAB VII

PE"TUS,{'$ PEMUTAKHIRAN DATA PEMIUH

Petugas Pemutaldriran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun

tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk

membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran

data Femilih ditsntuker? 1 {satu} orang untuk $etiap TPS dengan psmi}ih sf,x*pai

dengan 5O0 (lima ratus) orang.

A. Pembentukan Petugas Pemutaldriran Data Pemilih

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDPI membantu KPU Kota Depok

dalarn melakukan pemutakhiran data Pemilih;

2, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih {PPDP) diangkat dan diberhentikan

densan Keputu*an KPU Kata Depok;

3. Petugas pemutakhiran data Pemilih (PPDP) dapat berasal dari pengurus

Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, atau warga

maeyarakat yeng diueulkan oleh PP$ di wilayah kerjanya;

4. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai dari

24 Juni 2O2A s/d l4 Juli 2O2O;

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih {PPDP} be{umlah I (satu) orang

untuk setiap Tffi;
6. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagr Pemilih untuk

setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:

a. tidak menggabungfuan Pemilih dari kelurahanldesa atau nama lain

yang berbeda, pada TPS yang sama;

b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang

berbeda;

c. memudakkan Pemilihl

d. aspek geogra-fis; dan/atau

e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan

tenggang walctu pemungutan suara.

7. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutalctriran data Pemilih

meliputi:

a. membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data

pmilih;
b. menerima data pemilih dari KPU Kota Depok melalui PPK dan PPS;

c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
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d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;

e. mendatangi pemilih untuk melakulcen penmkan dan penelitian;

t. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan

tanda khusus pada rumah pemilih; dan

g. membuat dan menyampaikan rekapitulaei haeil pencocokan dan

penelitian kepada PPS.

8. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Petugas

Pemutekhiran Dats Pemilih (FPDP) menerspkan Protokol lfusehaten

untuk Femilihqn Serentak l"enjutan yeng meliputi:

a. penggunaarr alat pelindung diri berupa masker yang menutupi

hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan

pelindung wajah (face shieHl;

b. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pngendeJiarr Corcna Virus Dixose 2Ol9 (COVID- 19);

c. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga

atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan

memperhatikan kondisi penyebaran Catpna Virus Disease 2019

TCOYID-19) di wilayah s€tempat;

d. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan

dari rukun tetangga/rukun w€rrga atau narna lain, dan tambahan

Pemilih berdasarkan maeukan pada saat Coklit;

e. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit,

meliputi:

1, formulir Model A-KWK yang tdah digunakan;

2. formutir Model A.A-KWK;

3. formulir Model A.A.I-KWK; dan

4. formulir Model A.A.3-KWK

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalixr Carona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19).

B. Ferryaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pernilih;

l'{o Syarat PPDP Kelengkapan Dokumsn

1 tidak pernah dijatuhi sanksi

disiplin pegawai

Surat pernyataan tidak pernah

dijatuhi sanksi disiplin pegawai

2 independen

berpihak

dan tidsk $urat pernyataan independen dan

tidek berpihak pada peserta
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$yarat FFDP K*l**gkepan D*kum*n

Pemilihan Gubernur, Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau lvali Kota dan W*kil ltieti
Kota

3 mampu secara Jasmanl,

rohani, dan bebas dari
penyalahglrnaan nark*tika

Surat keterangan bebas dari

penyalahgunaan narkotika dan

$urat kaaehata$ dfiri puuk*ernae

atau rumah sakit setempat

4 memiliki kemampuan dalam

m*ngop*maikan p*rangkat

teknologi informasi

Surat pernyataan mampu

mengopemeikan pemngk*t telilIologi

informasi

5 Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih yang diusulkan oleh

PPS harus erang yeng belum

pernah menjabat 2 (dua)

periode dalam jabatan yang

sema sebagai Fbtug*e

Pemutakhiran Data Pemilih

atau Panifia Pendaftaran

Femitih

Surat pernyataan belum pernah

menjabat 2 {du4 peri'ode dalam
jabatan yertg sanna sebagai Fetugas

Pemutakhiran Data Pemilih atau

Panitia Pendaftaran Pemilih

6 Berusia diantam Zfi tahun

hingga maksimal 5O tahun

7 Sehatjiwa dan tidak memiliki

riwayat pnyakit degert*r*tif

Surat Pernyataan

I Bersedia bekerja melakukan

pencocokan dan penelitian

dari rumah ke ruffiah di

wilayah kerjanya

Surat Pernyataan

I Bersedia mernatuhi dan

melaknanekan pratokol

kesehatsn pncegahan

penyebaran Covid- 19 selama

bekerja

Surat Pernyataan

Ns
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Keterangan:

t. Dakumcn fanf; kt'trpa Sumt Perr:,yataan dibuat dslam safir lembar darr

bermaterai cukup serta ditanda tangani.

2. Penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah

asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan

dan pengendali*n Corpnn yrnrs Si*ca,se 2019 TCOVID-I9I.
3. Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Serentak Lanjutan

paling rendah 2o (dua puluh) tahun dan paling tinggr 50 (lima puluh)

tahun.

4. pPDp sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas tidak memiliki
penyakit penyerta {komorbiditas}.

C- Fenjel,amnFersyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama

sebagaimana dimaksud pada huruf B baris angka 5, yaitu telah menjabat

? (dua| kali periode berttrrut*turut aebagai Pantarlih dalam pelakeanaan

Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum trresiden dan

Wakil Presiden, &tau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubenrur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
lliali Ksta deugan prride*a*i sehagai berikutl
1. periode pertama dimulai pada tahun 2OO4 sampai tahun 2OO8;

2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;

3. periode ketiga dimutai pada tahun ?014 *ampai tahun ZO1S; dan

4. periode keempat dimulai pada tahun ZOL9 sampai tahun 2A23.

D. Pengumuman

KPII Kota Fepof mengrmumka:r petrctaffin PPtrP trpilth rlalam lamall dan
media sosial KPU Kota Depok serta papan pengumuman di Kantor KPU Kota

Depok, Kantor Kecamatan dan ternpat-tempat yang mudah d{iangkau atau

diak*e* publik.

E" Penetapan dan Fenandatanganan Pakta tntegritas

KPU Kota Depok menetapkan PPDP dengan Kep-utusan KPU Kota Depok

dan PPDP yens telah ditetapkan waiih menandatangani pakta integritas.

Bimtek Petugas Femutak*riran Data Pemitih FPDPI
Bimbingan Teknis PPDP yang dilakukan sebagai berikut:

F
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1. Pelaksanaan Bimtek PPDP dilakukan dengan prinsip efektjf, efisien,

tsrtib, *kuntabel dan ptf***ional;
2. Apabila jumlah PPDP dalam satu kelurahanldesa sedikig pelaksanaan

bimtek PPDP dilakukan bersama PPDP dari PPS lain dengan

dikoordinaeikan oleh PFK;

3. Waktu pelaksanaan bimtek PFDP sebelum tanggal 14 Juli 2O2O;

4" Sebelum dilaksanakan bfuntek dilakukan pngangkatan PpDp dan

peroba**an ffikfe integrita* FFDF;

5. Alrt k*rj*. FF$P metiputi:

a. Formulir Model A-KWK;

b. Formulir &Iodel A.A-KV[/K;

c, Formulir Mod*l A,AI-KWK;

d. Formulir Model A.A2-KWK;

e. Formulir Model A.A3-KWK'

f. Formulir lddel A.B-HIVK;

g. Buku Kerja PPDP;

h. Alat tulis Kerja PPDP;

i. Atribut PPDP.

6. Bimt*k PPtsP dilaks*xakan dengan menerapkan plutokol ke*hatan
pencegahan dan pengendalian CoranaVirus Drisease 2019 TCOVID-1?).

G. Ketentueil lain

1. KPU Kota Depok melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan

dengan Covid-l9 terhadap P'PDP setelah ditetapkan melalui surat

Keputusan Depok tentang Fergangkxtafl FPDF di *'ilayah kerj*nya,

2. PFDF yeng ttrleh ditetapkan wajib msre,ildets.ngani Fakta Integritas dan

mengikuti Bimbingan Teknis PPDP paling lambat tanggal 14 Juli 2A2A

atau dalam masa pembentukan PPDP sebagaimana diatur dalam

Peraturan KPU Nom*rr 5 Tahun 2S2$ tentar,ry Fernbahan Ketiga Atas

Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Al9 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan ffiakil frubrnur, Bupti Dan Wakil Bupati, Ilar/Atau l#ali Kota

Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

3. PPDPyang dinyatakan realctif setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan

yang berkaitaa dengan Covid-l9 diganti dengan PPDP lain yang

diuculkan o,[eh Pffi dan dilakuk*n pemmiksaan kemh*tan scb*gaimana

dimaksud pada angka 1.
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4. PPDP yang dinyatakan reaktif sebagaimana dimaksud angka 3 tidak

diberikan hcr:rar FPDP.

5. FPDtr yang berhalangan tetap dalam masa kmja dapat diberikan honor

sepanjang telah melaksanal€n tuga.s paling sedikti 2O (dua puluh) hari

kalender.

6. Ket*nfuan pede angka S di ata*, dikmualikan kgi PpnP yang

mengundurkan diri.
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BAB VIII

PEMBSHTUK.&N KEIJIMroK PEHYELENGGARA PSMUHGUTAT{ SUAHA tKpr$}
DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, *usufian dan keangotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.

2. anggota KPPS berjumlah 7 ttujuh) orang yang berasal dari anggota

roe*yar*k*t disskiter TF$ yaas mes*enrlhi *yerat sesuei d*ng*n
ketentuan peratur*n pcrund*ng-und*ngan yeng berlaku.

3. anggota KPPS,terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

h. 6 {*n*m} arang anggota.

4. ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pengumuman Pendaftararr

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang

mudah di{angkau atau diakses publik;

b. menerima berkae pexdaftrrran eelama 7 {tujuh} hari stel*h
pengumuman pendaftaran berakhir; dan

c. perpanjangan pendaftaran selama 5 {lima} hari (apabila diperlukan}.

C. Persiapan

1. KFP-S dibentuk oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2O2O s/d
23 l{ovcmbr*r 2020;

2. Fengangkatan enggpt& KFre mempethatikffi *umber daya manusia drd
Rukun Tetangga tRT)l Rukun Warga {RW} yang bersangkutan;

3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali

sekgai anggata PPK,PP$ d,*n KFPS sebageimena dim;rksud dalam angka

4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini;

4. PPS melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud

dalarft angka 3 berdasarkefi Kepttuean P*tngnnghtar ffdba#ai snggota

KPPS pada Pemilihan sebelumnya;

5. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kota Depok.

6" Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Laqjutan, PPS memhentuk

KPPS dengan mekaaisme eb*Ssi krikut:
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a. calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam

benttk:
1. salinan naskah elelrtronik melalui Media Daring; dan

2. naskah asU;

b. penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam

bentuk naek*h a*li uebagaiffiafia dimak*ud dalam humf a angla 2

dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan

dan pengendalian Corana Vin;.s.Dlisease 2019 (COVID-l9);

e. PPS melalui PPK melapff*an haeil verifikasi kele*gkapan

administrasi calon anggota KppS dan calon anggota KPPS terpilih

kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Media Daring;

d. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU

Kabupaten/Keta;

e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota KPPS terpilih di:

1. laman KPU Kabupaten/Kota;

2. media sosisl KPU Kabup*.tenlKota;

3. papan pengumurnan di kantor I(PU KabupatenlKota;

4. kantor keeamatan;

5. kantor kelurahan/desa; dan

6. temp*t yang mud*h diisngkal"r atau di*kms publik; dan

f. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik keputusan

pengangkatan KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada

enggota KPPA mehlui Medis Daring;

g. Syarat usia untuk menjad,i anggota IffPS pada Pemilihan Serentak

Lanjutan paling rendah 20 {dua puluh} tahun dan paiing tinggi 5O

(lima puluh) tahuni

h. Anggota KPP$ wbagairrlarls dimak*ud pda huruf d, tidak merailki
penyakit penyerta {komorbiditas}.

D. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan per$,yaratan

calon anggota KPP$ paling }ama 7 {tujuh} hari setelah masa pendaftaran

ber*kkiri dan

b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.
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E. Pengumuman Hasii Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi

A". PP$ mengul:rumkan ha*il sslcksi paling l*rr:ltu 7 {tujuh} h*ri s*jak
berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan

tanggapan masyarakat;

b. PPS melakukan klarilikasi terhadap masukan dan tanggapan

rn*syarakat *e}*ma 6 {€naffi} harq *a;e

c. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.

F. Pen3'ampaian Haail Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kota Depok

melalui PPK, paling lambat 7 {tujuh} hari eebelur-n hari pemungutan suara.

G- Fengangkatffi dan Femkrhelrtian KPPS

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada KPU

Kota Depok melalui PPK.

2. Dalam hal terjedi pemberhentian anggota KPFS, PPS urajib melaporkan

kepada KPU Kota Depok melalui PPK.

3. Masa kerja KPPS dimulai dari tanggal 24 November 2O2A s/d 23

Desember 2A2Q;

4. Dalam pel,aksanaan tuga* dan keweiiktr Kelampk Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) menerapkan Protokol Kesehatan untuk
Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menggunakan alat pelindung diri
berupa masker yarg menutupi hidung dan mulut hingga dagu, s&rung

tangan sekali pakai, dan pelindung wajah {face shtel4.

H. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Fetugas ketertib*n Tre bertuga* me*rbantu KPP$ uatuk x*srljaga

ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;

2. Petugas keterliban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;

3. PPS meagqiukan uculafi kebutuhcn petuges ketertiban paling banyak 2

(dua| orang kepada PPK;

4. PPK meneruskan usulan PPS tentang kebutuhan petugas ketertiban

kepada KPU Kota Depok;

5. KPU Kata Bepak m*nyampaikan u*ul*n keb-utuhan 2 {du*} traug
petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Depok kepada

Wali Kota Depok;
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6. KPU Kota Depok menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Wali

Hota Sepok kc@a PF$;

7. PFS menetapl{an petugas ketertiban TPS dengan Keputusan FPS;

8. Dal,am melaksanaan tugasnyao Petugas Ketertiban Tempa.t Pemungutan

Suara menerapken Protokol Kesehatan untuk Pemilihan Serentak

Lar{utan dengan menggunaksn *1*t pelindung diri berupa ma*ker yang

menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai,

dan pelindung wajah (face shield|.

I. Ketentuan f^ain dalam Pembentukan PpK, PPS, dan I(PPS

t. Dalam hal seleksi terbuka tidak mem€nuhi ketentuan 2 (dua) kali dari
jumlah yans dibutuhkan, KPU Kota Depok bekerja sama dengan

perguruen tiaggi, lemkga pendidikan ntau t€ffibaga. prrfe*i untuk
memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan

mekanisme sebagai berikut:

a. Kzu Kote Depok memutuskan dalam rapat pleno bahura

pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2

{dua} kali jumlah yang dibutuhkan;

b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlalr yang dibutuhkan
tersebut* KPU Kota nepek msn€tapl{an kebutuha* jum}ah

anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali
jumlah kekurangan;

c. KPU Kota Depok mefnutuskan p€rguruafl tinggi, Iembaga

pendidikan atau lembaga profesi yang al{an bekerja sama dalam

pnos,€s rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah

kekurangan;

d. KPLI Kote" Depok mel*trrukan vcrifika*i untuk meraa*tikan calon

angota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam keputusan ini;

e. KFLI Kota Depok rnelakukan wawaflesra terhadap daftar fl*rna
yarrg diberikan oleh perguruan tinggi, Iembaga pendidftan atau

Iembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;

f. KPU Kota Depok mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS

dan KPPS betdesarkes lftraqffiacarada* men*tapkan anggota PF[{,

PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut; dan

g. KPU Kota Depok mengumumkan angggota PPK, PPS dan KPPS

berd*.sarkaa hecil koordinari dengan Ferguruari tingS, lembaga
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Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan

mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
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BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

A. Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengund.urkan diri dengan aJasan yang dapat diterima;

c. berhalangan tetap lainnya; atau

d. diberhentikan sementara.

2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

b. melanggar sumpah /jxrjijabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-

turut tanpa alasan yang sah;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

pemilihan umum;

f. tidak menghadiri rapat pleno yar-lg meqiadi tugas dan keweiibannya

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g. melakukan perbuatan yarrg terbukti menghambat KPU Provinsi dan

KPU Kota Depok dalam mengambil keputusan dan penetapan

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 dan 2 dilakukan oleh KPU Kota Depok;

4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan ketentuan

anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK pada urutan berikutnya

atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

a. menerima liaporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan klarifikasi;
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d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kota Depok meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil

penelitian;

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota depok dapat:

a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk
kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;

b. memanggil para pihak;

c. meminta bukti-bukti pendukung; dan

d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kota Depok

atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Depok membuat

kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGUTA PPS

1. Anggota PPS berhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

c. berhalangan tetap lainnya; atau

d. diberhentikan sementara.

2. Anggota PPS diberhentikan sementara apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara

berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

pemilihan umum;

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kew4jibannya

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan

KPU Kota Depok dalam mengambil keputusan dan penetapan

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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3. Pemberhentian sementara anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 dan 2 dilakukan oleh KPU Kota Depok;

4. Perrggantian antamraktu PpS yang berhenti sebagaimana dimaksud

dalam angka I (satu) dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan ketentuan

anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS pada urutan berikutnya

atau menuqiuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPS dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

a. menerima laporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan klarifikasi;

d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kota Depok dan/atau PPK meneliti materi laporan dan membuat

ringkasan hasil penelitian;

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Depok dan/atau PPK dapat:

a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk
kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;

b. memanggil para pihak;

c. meminta bukti-bukti pendukung; dan

d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas

Kabupaten/Kota atau Panwas Kecamatan sesuai dengan

tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Depok membuat

kajian dan mengambil keputusan.

C. PPDP

1. PPS dapat melakukan penggantian terhadap anggota PPDP yang tidak

lagi memenuhi syarat atau berhalangan tetap karena:

a. meninggal dunia;

b. tidak diketahui keberadaannya;

c. tidak mampu melaksanakan tugas secara perrnerrlen;

2. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kota Depok melalui

PPK;

3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
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D. ANGGOTA KPPS

1. PPS dapat melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang tidak

lagi mane'nuhi syarat atau berhalangan tetap karena:

a. meninggal dunia;

b. tidak diketahui keberadaannya;

c. tidak mampu melaksanakan tugas secara perrnanen;

2. PPS menetapkan Penggantian anggota KPPS dengan keputusan PPS;

3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;

4. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama Penggantian

KPPS} kepada KPU Kota Depok.
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NoMoR : tt7 /HK.03.l-Kpt /3276 lKPU-Kot/Vrr/2O2o
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

UMUM KOTA DEPOK NOMOR 20/HK.03"1-

Kpt/ 3276lKPU-Kotlrtt / 2O2O TENTANG PEDOMAN

TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PAMTIA

PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEIYIUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

LAMPIRAN FORMULIR-FORMULIR PEMBEI{TUKAN PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O
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1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O;

2. Daftar riwayat hidup untuk calon Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia

Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tatrun 2O2O;

3. Surat pernyataan untuk calon anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil WaIi Kota Depok

Tahun 2O2O;

4. Surat pernyataan untuk sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia

Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O;

5. Format pengumuman Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan

Wali Kota dan Wakil WaIi Kota Depok Tahun 2O2O;

6. Format palrta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wati Kota Depok Tahun 2O2O;

7 . Fonnat pakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2A2O;

8. Format pakta integritas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O;

9. Format pakta integritas anggota sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2A2O;

10. Format biodata Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2A2O;

1 1. Format daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O;

12. Surat pernyataan unhrk Petugas Pemutalrtriran Data Pemilih pada

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2A;

13. Pakta integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

14. Format Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O.
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SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/

PANTfi A PEMU NGUTAN S UARAI KELOMPOK PE NYELE NGGARA

PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2A2O

Yang bertanda tangan di bawatr ini:

Nama ;

Jenis Kelamin :

Tempat TgI. Lahir/Usia i

Pekerjaan /Jabatan :

Alamat :

,..,,,,...., /......Tattun

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPSI

berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota

Depok.........Nomor........ tanggal

E}ersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi

ketentuan Pasal 72 Undarrg-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum.

2024

PENDAFTAR,

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

( )
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/ PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA/ KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

1. Nama
2. Jenis Kelamin
3. Tempat Tg1. Lahir/

Usia
4. Pekerjaan/Jabatan
5. Alamat
6. Status Perkawinan

L^a"ki-laki/ perempuan *)

a. Belum/sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami *)

c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :

8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c
d.
e

Pengalaman
Pekerjaan
a. khusus
kepemiluan

b. non kepemiluan

10. Karya Tulis/
Publikasi

FOTO
3X4

9

a.
b

d.
c

a
b
c
d

a. ldrusus
kepemiluan/
demokrasi

b. non kepemiluan

a.
b.
c.
d.

a.
b
c.
d.

I I. Pengalaman
Organisasi

No Nama Organisasi Jabatan Tahun
1 r!r{rtltt.rrrtr llrtrtarrttairr
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2 Dst.

L2. Lain-lain

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bui<ti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kota
Depok

Yang membuat pernyataan,

( )

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan
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SURAT PERI{YATAAN UNTUK CALON ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/ PANITIA PEMUNGUTAN

SUARAI KELOMrcK PET\IYEIENGGARA PEMUNGUTAN SUARA FADA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2A2A

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat TgI. L,ahir/ U sia

Pekerjaan/Jabatan

Alamat

/......tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota

PPKIPPS /KPPSI Kota Depok;

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota depok setia kepada Pancasila

sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indone*ia, Bhinneka Tunggal lka,

dan cita-cita Froklamasi 17 Agustus 1945;

2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak

lagr menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti

sebalilcrya, sya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk

tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;

3. tidak pernah dipidana pe4iara berdasa.rkan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 {lima) tahun atau lebih, jika di kemudian

hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi

hukum;

4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu TDKPP)

apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum

atau Pemilihan;

6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai

anggota PPK, PPS dan KPPS;

7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan

berhitungi dan
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8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara

Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU

Kabupaten Kota Depok

.trrtTrrrrar+3rt itrrrrrlarrrtt trrretltt?rti

Yang membuat pernyataan,

Materai

6000

(

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan
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SURAT PERI{YATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN / PAN ITIA PEMU NGUTAN S UARA/ KELO MPOK PE I{YE LENGGARA

FEMUNSUTAN SUARA PADA PEMILIHAT*I WALI KOTA DAN \4IAKIL WALI KCTTA

DEPOK TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Pekerjaan/Jabatan

Alamat : .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat

PPK/PPS /KPPS*) Kota Depok:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus yang berasal dari

Aparatur Sipil Negara;

2. mempunyai panskat dan golongan paling rendah II/b;
3. independen dan tidak berpihak, khusus yang berasal bukan dari Aparatur

Sipil Negara;

4. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

5. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

dieunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU

Kabupaten Kota Depok.

Tempat Tgl.lfihir/Usia I ...,...r.,..r,rr.rt.,i.],..r,.1.r,ir......r.].r..../...'..tflhun

i t i it 1i ! it t*ttr' r r r ai rtt t rr r t! rr. r r+ !t t r t t t

Yang membuat pernyataan,

Materai

6000

(

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

)



-7I-

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

PEIYGUMUMA!{

NOMOR:

TIITTAITG

SELEI(SI CALOIT AIT(XXYTA PAITITIA PEuILIHAIS

r{tcAuATAIt, PAIITTIA PF,UIIIIGTTTAII SUARA DArT

KETOUPOK PETTTE&EilGGARA PEUUITGUTAIT SUARA

PIMILIIIAIT WALI KOTA DAIT ITAKIL WALI KOTA

Dalam rang!<a seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pernungutan

Suara untuk Pemilitran Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok mengundang Warga Negara Indonesia
yafig memcnuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota

Panitia Penrilihan Kecanatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan dengan
ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS:

a. warga, neg€rra Indonesia;

b. berusia paling rendatr 17 (tujuh belas) tatrun;
c. setia kepada Pancasila sebagai da.sar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Bhinneka T\rnggal Ika, dan cita-cita
Proklarnasi 17 Agustus 1945;

d. mernpunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat

pernyataan yarag sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi
rnenjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan sura.t

keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,
terrnasuk tidak mer{adi tim karnpanye peserta Pernilu dan/atau

?
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Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah

atau paling singkat 5 (lima) tatrun tidak lagi menjadi tim kampanye

Peserta kmllu darr/atau Perrrilihan yang dinyatakan derrgan strrat
pernyataan yang sah;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

g. manrpu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika.;

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau
sederajat;

i. ddak pernatr dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lirna) tahun
atau lebih;

j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh

KPU Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pernilu;

k. tidak berada dalarn ikatan perkawinan dengan sesama

penyelenggara Pemilu; dan
1. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama

sehagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitung€rn jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang

sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai

anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR,

DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

a. Periode pertama dimulai pada tahun 2OO4 hingga tahun 2008;

b. Periode kedua dimulai pada tahun 2OO9 hingga tahun 2OL3;

c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2074 hingga tahun 2018;

d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:
a. fotokopi Kartu Tamda Penduduk Elektronik;
b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka T\rnggal Ika dan
cita-cita Proldamasi 17 Agustus L945;
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c. surat peflryataan tidak rnenjadi a.nggota Partai Politik, atau pating

singftat 5 (lima) tatrun tidak lagr menjadi anggota partzui politik,
termasuk;

d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang

ditunjuk;

e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
f. fotokopi rJazc.la sekolah menengatr ata.s/sederajat atau ijaz,ah

terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat
keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan
batrwa yang bersangt<utan sedang meqjalani pendidikan sekolatr

menengatr atas/ sederajat;

g. surat pernyataan tidak pernatr dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yaJilg telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian

tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehor:rratan

Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS

dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

i. surat pernyataan belum pernatr menjabat 2 (dua) kali dalam
jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan

j. surat pernyataan ddak berada dalam ikatan perkawinan.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

a. PPK

1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

21 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

b. PPS

1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1

(satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk
kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK terpilih;

dan

21 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

c. KPPS:

1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan

21 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.
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Kelengkapan dokurnen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU

Kabupaten Kota Depok melalui pos atau ernail dengan alamat..
paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketatrui.

[Depok],(Tanggal)

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Depok,

{Nama Ketua)
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PAI(TA IITTEGRITAS

AITGGOTA PAITITIA PEMILIHAIT KECAMATAIT PEMILIHAN

WALI KOTA DAIY WAXIL WALI KOTA DEPOK TAHI'IT 2O2O

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses

Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibqjak oteh

individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan

yang besar dari ralqyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ......
tanggal....... bulan.........tahun bertempat di.................., saya Anggota Panitia

Pemilihan Kecarnatan dari Kecamat {n, Kota Depok, hovinsi Jawa Bsret bertekad

untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O, dengan ini menyatakan janji kepada ralqyat lndonesia selama dalam
jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil secara profesiond, efektif dan efisien.

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan

yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok

dengan sungguh- sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.

3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pernilihan

dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosielisasi, infonnasi dan berBartieipasi

dalam setiap tahapan Pemilihan.

5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan I(PPS.

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan

kualitas Femilihan, dengan tetap menJunJung tinggi prinsip kemandirian,

imparsialitas non partisan dan adil.

7. MenoLak pemberian, penaintaan dan perl'anjian dalam bentuk apapun baik secara

langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dad
prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta

pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.

8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. lvlencegah te{adinya pelarqgaran Pemilihan oleh peserta, sinrpatisan, masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L0.Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

L l.Membantu KpU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan.
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12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan

adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integrias ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji, KETUA KOMISI PEMILIHAI{ UMUM

KOTA DEPOK

Keterangan:

t) Coret yang tidak palu
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PAXTA IITTTGRITAS

ANGGOTA PAITITIA PEMI'ITGUTAIT SUARA PEMILIHAIY WALI KOTA DAIT

WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHIIIT 2U2O

Pemilihan adalah titik awal strategis bagr perbaikan kualitas demokrasi. Proses

Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memitki potensi dibqja} oleh

individu-individu yang tidak bertarrygung jawab. Pada saat hrsamaan ada harapan

yang besar dari ralqyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ......
tanggal........bulan.........tahun bertempat di.................., saya Anggota Panitia

Pemungutan Suara dari Kelurahan Kecamatan .........., Kota Depok

Provinsi Jawa Barat bertfkad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan,

dengan ini menyatakan jaqii kepada ralryat Indonesia selama dalam jabatan kami

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan

yang telah ditetspkan oleh KPU, KPU Fmvinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok

dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

3. Memperlalukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta

Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa

terkecuali,

4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat

menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga

negara.

5. Melakukan pengaurasan dan supervisi terhadap KPPS.

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan

kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian,

imparsialitas non partisan dan adil.

7. Menolak pemberian, permintaan dan pedanjian dalam bentuk apapun baik

secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang

dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon

Eerta pitnk-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Mencegah tetjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan,

masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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lO.Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

ll.Membantu KPU Kote Depok dan PPK delsm menyelenggarakan Pemilihan.

12.Beke{a sampai pada bera}hirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur
dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji, Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
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PATTTA trYTEGRITAS

AITGC}OTA IIELOMPOK PEIYYELEIT(X}ARA PEMUITGUTAIT SUARA PEMILIHAIII

WALI KOTA DAIT WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHTIIT 2O2O

Pemilihan adalah titik awal strategis bagr perbaikan kualitas demokrasi. Proses

Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh

individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamAan ada harapan

yang besar dari ralryat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, nega-ra dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ......
tanggal.......bulan.........tahurl......, bertempat di.............., saya Anggota Kelompok

Fenyelenggara hmungutan Suara dari TPS.........,

Kelurahan..........,K€camatan..........,Kota Depok,Provinsi Jawa Barat bertekad untuk

bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakanjanji kepada ralryat

Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS yang telah

ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok dengan

bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.

3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta psrnilihan

dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

4. Meleyani pemilih untuk mendapa.tftan roeialisaei, informasi dan dapat

menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.

5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan

kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian,

imparsialitas non partisan dan adil.

6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara

langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari

prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peseafs psmilihan, calon serta

pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.

7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

8. Mencegah teq'adinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat,

sesuai dengan pereturen perurdang:undangan yang berleku.

9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

l0.Membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan.
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l l.Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan

adil.

Apabila saya melangga.r apa yang tercantum dalam PaI(a Integritas ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji, Saksi,

KEruA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Keterangan:

t) Coret yang tidak parlu
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PAI(TA UTTEGRITAS

AITtrIOTA SEKRETARIAT PEUILIIIAIT NTCAUA:TAII DAIT

SEKRETARIAT PEMIIITGTITAIT SUARA PEUILIHAIT WALI KOTA DAIT

IPAIIIL SAI,I XOTA DEPOI( TAIIT'T WN

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses

Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh

individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan

yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ......
tanggal....... bulan.........tahun bertempat di.................., saya Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari

Kelurahan Kecamatan.........., Kota Depok, Provinsi Jawa Barat bertekad untuk
bekerja keras menyelenggamkan Femilihan, dengan ini menyatalanjanji kepad* ralcyat

Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;

2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan

di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU

Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Depok, PPK/PPS;

3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabetan dengan scpenuh wektu, jujurdan
adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Keterangan:

t) Coret yang tidak perlu

t
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BIODATA PPDP
(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

Nama Lengkap

No. Hp

Alamat

No" TPS

Kelurahan

Kecamatan

Kota

Provinsi

Pengalaman sebagai PPDP/ Pantarlih/ KPPS:

1

2

3

;;;;";;;;;;,"-""

)

Ditetapkan di Depok

Pada Tanegal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

NANA SHOBARNA

(
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SURAT PERI{YATAAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL OUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALr KOTA DAN WAKrL WALr KOTA TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama

NIK

No. HP

Jenis Kelamin

Tempat Tg1. Lahir/Usia

Pekeq'aan/Jabatan

Namat

...... / .......tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pemutakhiran

data Pemilih TPS .... Kelurahan .... Kecamatan.. ., Kabupaten/Kota

Provinsi. .. dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2O2O :

1. Tidak pernah dljatuhi sanksi disiplin pegawai*;

2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil

Gubernur, Bupaf,i dan Wakil Bupati dan/atau WaJi Kota dan Wakil Wali Kota;

3. mampu secara jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika serta

tidak memiliki penyakit bawaan;

4. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;

5. berusia antara 20 sampai dengan 5O tahun;

6. Bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS di wilayah kedanya.

Yang membuat pernyataan,

Materai

6000

( )

*Bagr yang berstatus sebagai pegawai
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PNITA trT?EGRITAS

PETUGAS PEMUTAKIIIRAIT DATA PEMILIH

PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT WAITIL WALI KOTA DEPOK TAIIUIT 2O2A

Pemilihan adalah titik awal strategis bagr perbaikan kualitas demokrasi. Proses

Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh

individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat hrsamaan ada harapan

yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ......
tanggal....... bu1an.........tahun............, bertempat di..... saya Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih dari TPS .... Kelurahan .... Kecamatan.........., Kota Depok,

Provinsi Jawa Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama

dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Membantu PPS dalam melakukan Pemutaltriran Data Pemilih secara profesional,

efektif dan efisien.

2. Menjalankan tugas mclakukan pendataan pemitih mrlalul poncocokan dan penelidan

di wilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan peraturan KPU dan

Perundang-undangan yang berlaku.

3. Bekeja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP.

4. Bersedia menerapkan protokol kesehatan Covid- 19 yang berlaku secara disiplin.

5. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada seluruh pemilih

tanpa melihat preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

6. Menolak pmberian, permintaan dan perjaqiian dalam bentuk apapun baik secara

largsung atau tidak langsungyang memberi harapanyang menyimpang dari prinsip-

prinsip Pemilihanyangjujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak

yang memiliki preferensi politik tertentu.

7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

l0.Bekeja sampai pada berakhirnya masa kerja dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.
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Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan

Perurdang-undansen ysrlg berl,nku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
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FORMAT KEPUTUSAN KPU
KOTA DEPOK TENTANG
PENGANGKATAN PPDP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KECAMATAN ....... KOTA DEPOK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasd 49
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 20 15 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten fKota, Pembentukan Tata Kerj'a Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
20 15, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok tentang
Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
di Kecamatan Kota Depok untuk Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang*Undang Nomor 1 Tahun }A}4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Mengingat
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Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Und.ang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Ke{a Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
lndependen Pemilihan Kabupatenf ld.lota,

Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 20 15

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan KabupatenfKota, Pembentukan
dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ?OLT Nomor
1ae8);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2OL9 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraa.n Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2O2A @erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905),
sebagaimana telah beberapa kali diubah

3
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terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
danlatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2A2O sebagaimana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615).

MEMU?USKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DEPOK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN

KOTA DEPOK UI{TUK PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di
Kecamatan ....... Kota Depok dalam Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2A2O
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Fetugas Femutakhiran Data Femilih erbagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Depok Tahun 2020 di tingkat Kelurahan yang
bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Depok Tahun 2O2O;

Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal 15 Juli 2O2O sampai dengan 13 Agustus
2020;
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal ... 2A2O
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

(NAMA KETUA KPU KOTA DEPOK)
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KOTA DEPOK UTiITUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BE.II KOTA
DEPOK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

TAHUN 2O2O

A. KELURAHAN ....

B. KELURAHAN..

NO NAMA L/P ALAMAT TPS

1 1

2 2

3 3.

4 4

5 5

6 6

dst. dst.

NO. NAMA L/P ALAMAT TPS

1 1

2 2

a\.' 3.

4 4

5 5.

6 6

dst. dst.




